BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menjelaskan tentang

Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2015. Dengan melihat pada

instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja, yakni: target kinerja, tolok ukur

kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan

Minimum (SPM). Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan bahwa:

a. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Anggaran
Berbasis Kinerja sebagai suatu sistem penganggaran yang berfokus pada hasil
yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dan dalam pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan instrumen-
instrumen yang ada dalam Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam penerapannya
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur baru menerapkan instrumen
target kinerja, tolok ukur kinerja, standar satuan harga dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM).

b. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerahnya Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menggunakan Standar Satuan Harga
untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan-kegiatan belanjanya dan belum

menerapkan Analsis Standar Belanja sebagai pengelolaan keuangan daerah.
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c. Dengan penggunaan instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja tersebut
pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tengggara Timur sudah dapat dikatakan baik. Dan dalam penggunaan
Standar Satuan Harga yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagai instrumen pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah sudah baik, efektif dan efisien dalam hal pembiayaan barang setiap unit.
Namun dalam penerapannya, pembelian barang yang dilakukan/penetapan
harga barang yang akan dibelanjakan berpatokan pada kisaran harga terendah
dan tertinggi dari harga yang ada dipasaran. Dan dari proses pengelolaan
anggaran belanjanya pun belum optimal, karena dari realisasi kegiatan belanja
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
tidak mencapai targat anggaran belanja yang ditetapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diajukan adalah sebagai
berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai penggunaan
instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja yang telah diterapkan dalam
proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sudah dapat dikatakan
baik, efektif dan efisien dengan penggunaan instrumen-instrumen Anggaran
Berbasis Kinerja yakni : target kinerja, tolok ukur kinerja, Standar Satuan
Harga dan Standar Pelayanan Minimal. Maka diharapkan agar dalam proses

pengelolaan keuangan daerah ini dapat dipertahankan.
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b. Disarankan agar dalam proses pengelolaan keuangannya Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan Analisis Standar Belanja sebagai
instrumen pengelolaan keuangan daerahnya, agar dapat memperbaiki kinerja
pengelolaan keungannya dan dapat terkontrol dengan baik. Mengingat bahwa
Analisis Standar Belanja mempunyai makna sebagai instrumen untuk menilai
kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Dan dengan
penerapan Analisis Standar Belanja ini diharapkan agar pengelolaan keuangan
daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat lebih

ekonomis, efektif dan efisien.
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